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ABSTRAK 
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUSAKAN BARANG JAMINAN 

GADAI BERUPA ALAT ELEKTRONIK DAN PERTANIAN DI PT. 
PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I  MEDAN 

Oleh:  
BETESDA 

NPM : 188400263 
 Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan 

debitur, kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya 

dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam 

bentuk uang. Penurunan perekonomian membuat masyarakat kesulitan akan 

kebutuhannya. Hal ini membuat masyarakat melakukan segala upaya untuk 

memenuhi kebutuhannya, satu diantaranya masyarakat dapat menjaminkan barang-

barang mereka kepada lembaga gadai yang ada saat ini. Pada saat berlangsungnya 

perjanjian gadai sering terjadi hal yang tidak diiginkan yakni kerusakan pada barang 

jaminan gadai yang terjadi karena beberapa faktor, sebagai nasabah yang 

mengalami kerugian tentu ingin mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak 

pegadaian dengan salah satunya menuntut pihak pegadaian untuk mengganti 

kerugian yang dialaminya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian  

Kantor Wilayah I Medan, bagaimana akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. 

Pegadaian Kantor Wilayah I  Medan, dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab 

hukum atas kerusakan barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di 

PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan yuridis 

normatif. Yuridis normatif atau disebut juga dengan (law in book) merupakan 

penelitian hukum dengan mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu 

ketentuan hukum normative pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menggunakan 

data empiris sebagai data pendukung. 

Hasil penelitian adalah prosedur dan syarat-syarat melakukan perjanjian 

gadai di PT. pegadaian kanwil I Medan ialah nasabah yang ingin melakukan 

perjanjian gadai harus memiliki barang jaminan gadai, memiliki KTP atau kartu 

identitas lainnya, dan membawa surat kuasa apabila barang jaminan tersebut 

dikuasakan. Prosedur yang harus dilalui oleh nasabah ialah dengan mendatangi 

langsung kantor pegadaian dan membawa barang jaminan gadai, selanjutnya pihak 

pegadaian akan melakukan penafsiran harga untuk menentukan besar nilai 

pinjaman, mengisi formulir permintaan kredit (FPK) dan melakukan perjanjian 

gadai yang tertuang dalam surat bukti kredit (SBK). Akibat hukum dikenakan 

kepada pihak pegadaian ialah wanprestasi dikarenakan akibat dari timbulnya 

perbuatan yang merugikan pihak-pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan 

dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. 

Ganti kerugian yang telah ditetapkan langsung oleh pihak pegadaian yakni secara 

materil. Pelaksanaan tanggung jawab pegadaian akibat kerusakan barang jaminan 

gadai milik nasabah dilakukan ganti kerugian dalam bentuk materil yakni 

penggantian barang maupun uang sesuai nilai dari barang jaminan tersebut. 

Kata Kunci : Gadai, Perjanjian, Tanggung jawab   
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ABSTRACT 

 

LEGAL RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO PARTY IN THE FORM OF 

ELECTRONIC AND AGRICULTURAL EQUIPMENT IN PT. PEGADAAN 

OFFICE REGION I MEDAN  

 

By : 

BETESDA 

NPM : 188400263 

 A pawn agreement is an agreement made between a creditor and a debtor, 

the creditor receives the right to the object given to him by the debtor and the debtor 

receives the right to the goods he binds in the form of a loan in the form of money. 

The economic downturn has made it difficult for people to meet their needs. This 

makes the community make every effort to meet their needs, one of which is that the 

community can guarantee their goods to the existing pawn institutions. At the time 

of the pawn agreement, things often happen that are not desirable, namely damage 

to the pledged collateral that occurs due to several factors, as a customer who 

suffers a loss, of course, wants to get accountability from the pawnshop, one of 

which demands the pawnshop to compensate for the loss he has suffered. The 

problem in this research is how are the procedures and conditions for entering into 

a pawn agreement at PT. Pegadaian Regional Office I Medan, what are the legal 

consequences of the pawn agreement at PT. Pegadaian Regional Office I Medan, 

and how the implementation of legal responsibility for damage to collateral goods 

in the form of electronic and agricultural equipment at PT. Pawnshop Regional 

Office I Medan. 

 The research method used is by using normative juridical. Normative 

juridical or also known as (law in book) is a legal research by examining the 

implementation or implementation of a normative legal provision in every 

particular legal event that occurs in society in order to achieve the goals that have 

been determined and using empirical data as supporting data. 

 he results of the study are the procedures and conditions for entering into 

a pawn agreement at PT. Pegadaian Kanwil I Medan is that customers who wish 

to enter into a pawn agreement must have collateral for the pledge, have an ID card 

or other identity card, and bring a power of attorney if the collateral is authorized. 

The procedure that must be passed by the customer is to go directly to the pawnshop 

office and bring the pledged collateral, then the pawnshop will interpret the price 

to determine the amount of the loan, fill out the credit request form (FPK) and make 

a pawn agreement contained in the proof of credit (SBK). ). The legal consequences 

imposed on the pawnshop are default due to the occurrence of actions that harm 

the parties to the agreement, the injured party can sue the party who defaults to 

provide compensation. The compensation that has been determined directly by the 

pawnshop is materially. The implementation of the responsibility for the pawnshop 

due to damage to the collateral goods belonging to the customer is compensated in 

the form of material, namely the replacement of goods and money according to the 

value of the collateral. 

Keywords: Pawn, Agreement, Responsibility 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wabah virus covid-19 yang menyerang negara Indonesia menyebabkan 

menurunnya perekonomian negara saat ini. Penurunan perekonomian membuat 

masyarakat kesulitan akan kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. 

Hal ini membuat masyarakat melakukan segala upaya untuk memenuhi 

kebutuhannya, satu diantaranya masyarakat dapat menjaminkan barang-barang 

mereka kepada lembaga gadai yang ada saat ini. Barang-barang jaminan yang 

digadaikan dapat dimiliki kembali oleh masyarakat setelah utang/ pinjaman di 

bayarkan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kegiatan 

menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat 

diambil kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai.1 

Usaha gadai di Indonesia salah satunya adalah PT. Pegadaian (Persero). PT. 

Pegadaian (Persero) merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan 

khususnya ekonomi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masayarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah,  dan aman 

melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta pengusaha mikro kecil 

dan menengah dengan menggunakan barang jaminan gadai. PT. Pegadaian 

(Persero) yang awalnya berbentuk Perjan ini merupakan salah satu BUMN di 

Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan 

usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Masyarakat yang 

 
1 Habib Adjie dan Emmy Haryono Saputro , ñPerlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek 

Gadai Atas Pelelangan Objek Gadaiò  JURNAL HUKUM BISNIS, Vol 1/ No 1 (April 2015) 
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membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun untuk modal 

usaha dapat mengaksesnya melalui pegadaian. Selama ini pegadaian terus berupaya 

membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang 

cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta 

para pengusaha mikro, kecil dan menengah. 

Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 mengubah dasar hukum 

perusahaan jawatan (Pegadaian) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. 

Perusahaan Umum (Perum) adalah suatu perusahaan Negara yang bertujuan untuk 

melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Selanjutnya 

pada tahun 2011, bentuk badan hukum pegadaian kembali berubah menjadi 

perusahaan perseroan (persero) berdasarjab PP nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 

Desember 2011. 

Maksud dan tujuan perubahan perum pegadaian menjadi perusahaan 

perseroan (persero) yaitu untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik 

secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan 

menerapkan prinsip perseroan terbatas.   

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin 

untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada 

masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relative kecil 

maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. 
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Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan 

nilai taksiran oleh pihak gadai. 

PT. Pegadaian (Persero) dalam usahanya berfokus pada jasa pemberian 

pinjaman uang/kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda/barang 

yang dijadikan jaminan gadai oleh nasabah, setelah dilakukan penaksiran harga dari 

barang jaminan maka nasabah dapat langsung menerima uang pinjaman dari barang 

yang dijadikan jaminan gadai tersebut. Pegadaian mempunyai hak untuk menjual 

atau melelang barang jaminan gadai jika pinjaman telah jatuh tempo dan nasabah 

belum mampu mengembalikan pinjaman maka barang tersebut akan dilelang 

kemudian apabila harga lelang lebih besar dari jumlah pinjaman maka akan 

dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut dicantumkan dalam perjanjian gadai. 

Perjanjian gadai menggunakan perjanjian pinjam uang yang dituangkan 

dalam bentuk (Surat Bukti Kredit). Bentuk surat bukti kredit ini termasuk jenis 

perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang di dalamnya  telah terdapat syarat-

syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditur. Perjanjian gadai memuat hak dan 

kewajiban bagi para pihak.  

Perjanjian gadai yang ditetapkan oleh pegadaian digunakan klausal baku. 

Dimana perjanjiannya telat distandarisasi isinya oleh pihak kreditur sedangkan 

pihak debitur hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur 

menerima isi perjanjian tersebut, debitur menandatangani perjanjian tersebut, tetapi 

apabila ia menolak, maka perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak 

menandatangani perjanjian tersebut. Pada pegadaian bentuk isi perjanjian dibuat 

dalam bentuk tertulis yaitu akta dibawah tangan dan telah ditentukan dan ditetapkan 
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sesuai standarisasi dari pegadaian sehingga nasabah hanya tinggal meandatangani 

dan menyetujui perjanjian tersebut. 

Perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni, perjanjian secara tertulis dan 

perjanjian tidak tertulis (lisan). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 1313 yang dimaksud dengan perjanjian berbunyi: ñsuatu perbuatan dimana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.ò Dalam 

suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku mengikt antara pihak satu dengan 

pihk kedua yang melakukan perjanjian, apabila perjanjian atau perikatan tersebut 

telah memenuhi syarat-syarat akan terjadinya suatu persetujuan yang sah, yang 

diatur dalan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : 

1) Kesepakatan yang mengikat dirinya 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

3) Suatu pokok persoalan tertentu 

4) Suatu sebab yang tidak terlarang (halal) 

Untuk melakukan perjanjian gadai yang menjadi syarat utama melakukan 

perjanjian gadai ialah memiliki benda jaminan. Jaminan adalah suatu 

perjanjian/perikatan antara dua pihak yakni kreditur dengan debitur, yang dimana 

debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang telah 

ditentukan dalam perjanjian terjadi suatu hal seperti kemacetan dalam pembaayaran 

utang debitur.2 Jaminan adalah harta pihak peminjaman yang dijanjikan kepada 

pemberi pinjaman apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. 

. Jaminan merupakan aset pihak peminjam yang diberikan kepada pemberi 

 
2 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit hlm 75 
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pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka aset yang 

dijaminkan dapat dimiliki oleh orang yang memberikan pinjaman. 

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai 

ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian 

terhadap barang yang dijaminkan tersebut sudah sepatutnya PT. pegadaian 

mempunyai peranan yang besar dalam kekuasaannya, sehigga benda yang 

dijaminkan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah 

yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang 

menyebabkan barang tersebut rusak, hiang, berkurang, atau tidak sesuai dengan 

kondisi awal pada saat awal penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan 

implikasi hokum bagi PT. Pegadaian.   

Dalam perjanjian gadai juga telah memuat kewajiban penerima dan pemberi 

gadai. Kewajiban pemberi gadai (pandgever) ialah menyerahkan barang jaminan 

gadai kepada pihak pegadaian, sedangkan kewajiban pihak pegadaian ialah 

menjaga barang jaminan gadai sebaik-baiknya agar tetap aman selama 

berlangsungnya perjanjian gadai dan jika barang jaminan gadai hilang atau rusak 

dan masih dalam perjanjian gadai, maka pihak pegadaian mempunyai tanggung 

jawab terhadap barang jaminan gadai yang hilang atau rusak tersebut.  

Selama waktu berlangsung perjanjian gadai, barang jaminan tersebut sering 

kali mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap nasabah. 

Diantaranya, kelalaian dari pihak pegadaian yang kurang teliti dalam pemeriksaan 

barang jaminan gadai saat akan dilakukannya perjanjian gadai, penyimpanan 

barang jaminan gadai terlalu lama, tempat penyimpanan yang lembab, 
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penyimpanan yang tidak rapi, atau karena perampokan bahkan  bencana alam yang 

mengakibatkan barang jaminan gadai hilang atau rusak.   

PT. Pegadaian Kanwil 1 Medan merupakan lembaga gadai yang sering 

mengalami peristiwa yang telah dijelaskan diatas terkhusus barang elektronik dan 

alat pertanian. Hal ini dikarenakan barang elektronik merupakan barang yang paling 

banyak dimiliki oleh setiap orang sehingga banyak barang elektronik yang menjadi 

barang jaminan gadai serta alat pertanian yang dimiliki petani yang hanya 

digunakan pada masa dibutuhkan saja yakni saat panen saja sehingga alat pertanian 

paling sering dijadikan barang gadai oleh masyarakat kota medan khususnya petani.  

Namun yang menjadi permasalahan ialah apakah nasabah yang mengalami 

kerugian dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak Pegadaian selalu 

diberikan pertanggungjawaban dari pihak pegadaian. Dan jika pihak pegadaian 

memberikan pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban seperti apa yang 

pihak pegadaian berikan kepada nasabah yang mengalami kerugian atas kelalaian 

dari pegadaian tersebut terkhusus pada pegadaian kanwil 1 medan.  

Sebagai nasabah yang mengalami kerugian tentu ingin mendapatkan 

pertanggungjawaban dari pihak pegadaian dengan salah satunya menuntut pihak 

pegadaian untuk mengganti kerugian yang dialaminya sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi ñNamun apabila barang itu hilang 

atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntut kembali, menurut 

pasal 1977 alinea kedua dan apabila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu 

dianggap tidak pernah hilang.ò3 Dalam hal ini PT. Pegadaian harus menunjukan 

 
3 KItab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1352 ayat (3) 
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existensinya sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dibidang gadai. 

Dari uraian tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih dalam 

mengenai tanggung jawab pegadaian atas kerusakan barang jaminan gadai 

khususnya pada alat elektronik dan pertanian. Oleh karena itu penulis melakukan 

penelitian dengan judul skripsi ñTanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang 

Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik Dan Pertanian Di PT. Pegadaian Kantor 

Wilayah I Medanò  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka 

permasalahan yang timbul dalam Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang 

Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik dan Pertanian di PT. Pegadaian Kantor 

Wilayah I Kota Medan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di 

PT. Pegadaian  Kantor Wilayah I Medan? 

2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor 

Wilayah I  Medan? 

3. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum atas kerusakan barang 

jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor 

Wilayah I Medan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian 

gadai di PT. Pegadaian  Kantor Wilayah I Medan. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. Pegadaian 

Kantor Wilayah I Medan. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum atas kerusakan 

barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian 

Kantor Wilayah I Medan. 

D. Manfaat Penelitian 

Selain ada tujuan dari penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat 

dalam penulisan skripi ini. Adapun beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai 

refrensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada 

pengembangan hukum keperdataan dalam bidang hukum bisnis. Dalam hal 

ini menyangkut tentang tanggung jawab hukum atas kerusakan barang 

jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor 

Wilayah I Medan.  

 

 

2. Secara Praktis 
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Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih 

mendalam mengenai tanggung jawab hukum atas kerusakan barang jaminan 

gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah 

I Medan; 

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya nasabah 

pegadaian dalam hal tanggung jawab hukum atas kerusakan barang jaminan 

gadai berupa alat elektronik dan pertanian di PT. Pegadaian Kantor Wilayah 

I Medan. 

E. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata ñhypoò danñthesisò yang masing-masing berarti 

ñsebelumò dan ñdalilò atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hypothesis dapat 

diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih 

harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah 

untuk sementara waktu. Untuk membawa Hypothesis yang baik haruslah lengkap, 

sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. 

Dikarenakan sumber utama dari Hypothesis adalah pemikiran dari peneliti 

mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitti, maka penulis akan mencoba untuk 

menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut : 

1. Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di PT. 

Pegadaian Kantor Wilayah I medan sudah ditetapkan langsung oleh pihak 

pegadaian yang dimana syarat utama melakukan gadai ialah adanya barang 

jaminan yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dengan 

unsur melakukan pinjaman uang. 
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2. Akibat hukum yang muncul dari perjanjian gadai ialah dapat terjadi 

perbuatan melawan hukum (PMH) maupun wanprestasi. Hal ini dapat 

terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 

3. Tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dilakukan dengan cara 

penggantian benda jaminan yang rusak berupa uang maupun penggantian 

benda yang nilai nya sama dengan benda yang dijaminkan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ñperjanjian adalah 

persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, 

masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan ituò.4 

Dalam ilmu hukum perdata definisi dari kata perjanjian juga banyak dikemukakan 

oleh beberapa para ahli hukum diantaranya ialah: 

a. Menurut Yahya Harahap adalah : Perjanjian mengandung pengertian atau 

suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, 

yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau 

sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada 

pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi.  

b. Menurut Tahir Tungadi bahwa perjanjian adalah persetujuan atau sepakat 

untuk menimbulkan, merubah atau bahkan menghapuskan hubungan 

hukum di lapangan hukum harta benda.5  

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari 

dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan 

perikatan. Arti dari kata perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu 

 
4 KBBI (https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/perjanjian.html) di akses pada tanggal  

2 desember 2021, pukul : 16.11 
5 Hartana, ñHukum Perjanjian (Dalam Prespektif Perjanjian Karya Pengsahaan 

Pertambangan Batu Bara)ò. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 2  No. 2 (Agustus 2016) 
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sama lain subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama 

lain.6 Dari pengertian perikatan telah dijelaskan bahwa perjanjian juga memuat 

mengenai kewajiban-kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak selama 

melakukan perjanjian. 

Istilah perjanjian sering disamakan dengan pengertian kontrak. Meskipun 

ada pakar hukum yang membedakan kedua istilah tersebut. Apabila kembali kepada 

peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum pada Bab II Buku Ketiga 

KUH Perdata yang berjudul ñPerikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjianò 

terlihat jelas bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara 

kontrak dan perjanjian.   

Selain dari pengertian yang dirumuskan/ dikemukakan oleh para ahli 

pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam pengaturan hukum. Menurut 

KUH Perdata Pasal 1313 mengartikan bahwa perjanjian adalah ñsuatu perbuatan 

dengan mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebihò. 

Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian 

yang atau persetujuan (contract or agreement), yang memiliki maksud sama dengan 

pengertian perjanjian yakni suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakuka sesuatu.7 

Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

perjanjian terdapat beberapa unsur yakni :  

 
6 J. Satrio, 1995, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian , Buku I, Bandung : PT.Citra Adittya 

Bakti, Hlm 5 
7 Ahmad Miru, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian. (Jakarta PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), hlm 2. Soedharyo Siomin, Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Cetakatan ke-

8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 328 
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a. Adanya Kaidah Hukum 

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam yakni 

tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis ialah kaidah hukum 

yang terdapat dalam peraturan undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. 

Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis ialah kaidah hukum yang 

timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Konsep-konsep hukum ini 

berasal dari hukum adat. 

b. Subjek Hukum  

Istilah lain dari subjek hukum ialah Rechtperson yang diartikan sebagai 

pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi subjek hukum dalam hukum 

perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang 

berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang. 

c. Adanya Prestasi 

Prestasi merupakan apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. 

Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat 

sesuatu . 

d. Kata Sepakat 

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara para 

pihak. Kata sepakat adalah suatu syarat sahnya perjanjian yang terkandung 

dalam pasal 1320 KUH Perdata. 

e. Akibat Hukum 

Setiap perjanjian yang di buat oleh para pihak akan menimbulkan akibat 

hukum atau dapat di tuntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat 
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hukum merupakan timbulnya hak dn kewajiban, dimana hak ialah suatu 

kenikmatan dan kewajiban suatu beban.8 

2. Asas Perjanjian 

 Asas-asas Perjanjian diatur di dalam KUH Perdata, terdapat 5 (lima) asas 

yang perlu untuk diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian yaitu : asas 

kebebasan berkontrak (Freedom of contract), asas konsensualisme (concensualim), 

asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith), dan asas 

kepribadian (personality). Penjelasan dari ke 5 (lima) asas tersebut ialah sebagai 

berikut:  

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract) 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis menurut ketentuan pasal 

1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : ñsemua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.ò 

Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak 

untuk:  

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta 

d) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. 

Masyarakat yang  lemah menginginkan lebih banyak perlindungan, 

karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak tetapi diberi arti 

 
8 Abdulkadir Muhammad,  ñHukum  Perjanjianò  (Bandung : Alumni 1986)  hlm 53 
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relatif, selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi 

kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun tetap perlu 

diawasi. Melalui  hukum  kontrak yang dijadikan terobosan oleh pemerintah 

maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh 

karena itu melalui campur tangan pemerintah terjadi pemasyarakatan 

hukum kontrak/perjanjian. Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini 

tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan 

terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:  

1) Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila 

dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya; 

2) Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh 

kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;  

3) Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa 

yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan 

kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;  

4) Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk 

membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;  

5) Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu 

perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang;   

6) Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila 

bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik atau ketertiban 

umum. 
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b. Asas Konsensualisme (concensualim) 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) 

KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya 

perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas 

ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya 

tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan 

kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme 

muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum 

Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal 

dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah 

suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum 

adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu 

perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta 

otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah 

contractus verbis literis dan contractus innominat. Artinya, bahwa 

terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas 

konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan 

bentuk perjanjian. 

c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) 

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt 

servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas 

pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus 

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana 
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layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi 

terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt 

servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini 

pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu 

disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar 

pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini 

mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua 

pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur 

keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt 

servanda diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu 

dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan 

istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja. 

d. Asas Itikad Baik (Good Faith) 

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa 

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik 

yang disebut dalam bahasa Belanda dengan te goeder trouw, yang sering 

juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, 

yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad 

baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 

timbul dari perjanjian tersebut.9 Adapun suatu perjanjian dilaksanakan 

dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan 

nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik 

dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang 

 
9 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata, Cetakan 7, (Bandung: Sumur Bandung, 

1979), hlm. 56 
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sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara 

objektif. 

e. Asas Kepribadian (Personality) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 

seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk 

kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 

Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: ñPada umumnya 

seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk 

dirinya sendiri.ò Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan 

suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.  

Menurut Pasal 1340 KUHPer berbunyi: ñPerjanjian hanya berlaku 

antara pihak yang membuatnya.ò Hal ini mengandung maksud bahwa 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang 

membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya 

sebagaimana diintridusir dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: 

ñDapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu 

perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang 

lain, mengandung suatu syarat semacam itu.ò Pasal ini mengkonstruksikan 

bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan 

pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di 

dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri 

sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-

orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal 

itu, maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang perjanjian untuk pihak 
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ketiga, sedangkan menurut Pasal 1318  KUHPer untuk kepentingan dirinya 

sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang 

membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang 

pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup 

yang luas.10 

3. Syarat Sah Perjanjian 

 Menurut pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan ada 4 (empat) syarat sah 

suatu perjanjian, yaitu 

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; 

Dalam pembuatan suatu perjanjian dibutuhkan kesepakatan antara 

kedua belah pihak terhada hal-hal yang akan diperjanjikan, dimana 

kesepakatan yang dimaksud adalah dalam membuat suatu perjanjian tidak 

ada unsur paksaan, kehilafan ataupun penipuan antara kedua belah pihak. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

Perjanjian haruslah dilakukan oleh orang yang telah cakap dalam 

bertindak mewakili dirinya sendiri secara sah dan bertanggumg jawab. 

Kecakapan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu 

perbuatan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap 

perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang-

orang yang tidak cakap hukum diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata yaitu: 

Seseorang yang belum dewasa, menurut KUH Perdata seseorang yang 

sudah dewasa ialah seseorang yang sudah berusia 21 Tahun dan/atau sudah 

menikah. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yang dimaksud dengan 

 
10 M. Muhtarom, ñAsas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu  Landasan dalam Pembuatan 

Kontrakò, Jurnal SUHUF, Vol  26/ No. 1 (Mei 2014) 
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orang dibawah pengampuan yakni seseorang yang telah dewasa tetapi 

mengalami gangguan kejiwaan atau sakit mental.11 

c. Suatu pokok persoalan tertentu 

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah ada objek perjanjian tersebut, 

menurut pasal 1333 KUH Perdata ayat (1) menyatakan bahwa suatu 

perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh sebab itu objek 

perjanjian tidaklah hanya berupa benda/barang tetapi juga berupa jasa. 

d. Suatu sebab yang halal 

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi dari suatu perjanjian, 

dimana isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-

undang, ketertiban dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat.12 

B. Tinjauan Umum Jaminan 

1. Pengertian Jaminan 

Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cautie, 

yaitu kemampuan debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur, dengan cara 

menahan benda tertentu yang mempunyai nilai ekonomis sebagai tanggungan atas 

utang yang diterima oleh debitur yang berasal dari kreditur.  

Jaminan adalah suatu perjanjian/perikatan antara dua pihak yakni kreditur 

dengan debitur, yang dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk 

pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila 

dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian terjadi suatu hal seperti 

 
11 Pasal 1330 KItab Undang-Undang Hukum Perdata 
12 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
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kemacetan dalam pembaayaran utang debitur.13 Jaminan adalah harta pihak 

peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman apabila peminjam tidak 

dapat mengembalikan pinjaman tersebut. . Jaminan merupakan aset pihak 

peminjam yang diberikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat 

mengembalikan pinjamannya maka aset yang dijaminkan dapat dimiliki oleh orang 

yang memberikan pinjaman.14 

Berbicara mengenai jaminan erat kaitannya dengan hak kebendaan, jaminan 

merupakan  hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda sebagaimana 

diatur dalam buku II BW.15 Menurut pasal 1331 KUH Perdata jaminan secara 

umum ialah ñsegala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi 

tanggungan untuk segala perikatannya.ò 

Ada beberapa pengertian jaminan yang terdapat di dalam literature hukum, 

yakni: 

a. Thomas Suyatno, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah 

penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk 

menanggung pembayaran kembali sisa hutang.16 

b. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian 

 
13 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit hlm 75 
14 Sri Hidayani & Mahalia Nola Pohan, ñAspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas 

dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidieò Jurnal Mercatoria 13 (2) Desember (2020) 

hlm. 206 
15 Noor Hafidah, ñKajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum 

Syariahò Jurnal Trunojoyo no. 2 (2013) hlm. 7 
16 Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008), hlm. 70 
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kredit, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan 

debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.17 

c. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang 

mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seotang debitur kepada 

kreditur.18  

Berdasarkan pengertian jaminan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

jaminan adalah untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan 

untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah 

pihak. 

2. Asas Hukum Jaminan 

Asas-asas yang menjadi faktor penting dalam hukum jaminan terbagi dalam 

beberapa, yaitu : 19 

a. Asas Publiciet  

Asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak hipotik, dan 

fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan agar supaya ketiga 

agar dapat mengetahui bahwa benda jaminan sedang dilakukam 

pembebanan jaminan; 

b. Asas Specialitet  

 
17 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm 70 
18 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti,2007), hlm.3 
19 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada, 2016) hlm. 9 
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Bahwa hak fidusia, hak tanggungan, dan hak hipotik hanya dapat 

dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu; 

c. Asas tak dapat dibagi-bagi 

Asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat 

dibaginya hak fidusia, hak tanggungan, hak gadai, dan hak hipotik walaupun 

telah dilakukan pembayaran jaminan; 

d. Asas Inbezittstelling 

Yaitu bahwa benda yang dijamin haruslah dilepaskan dari 

kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada pemegang gadai, 

sebagaimana diatur dalam pasal 1152 KUH Perdata;  

e. Asas Horizontal 

Bangunan dan tahan bukan merupakan suatu kesatuan. Hal ini dapat 

dilihat dalam penggunaan hak pakai baik tanah Negara mauoun tanah hak 

milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi 

tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai 

Selain asas-asas yang telah dijelaskan diatas, Mariam Darus Badrulzaman 

dalam H Salim HS juga mengemukakan asas-asas hukum jaminan, yaitu:20 

a. Asas filosofis 

Yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia harus di dasarkan pada falsafah yang dianut oleh 

bangsa Indonesia, yaitu Pancasila; 

b. Asas konstitusional 

 
20 Ibid, hlm 11 
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Yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan 

disahkan oleh pembentuk undang-undang harus di dasarkan pada hukum 

dasar (konstitusi). UUD 1945 adalah hukum dasar yang berlaku di 

Indonesia. Sebuah undang-undang harus di cabut apabila undang-undang 

tersebut yang dibuat dan disahkan bertentangan dengan konstitusi. 

c. Asas politisi  

Ketetapan MPR menjadi dasar segala kebijakan dan teknik di dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan. 

d. Asas operasional (konkret) 

Yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan pembebanan jaminan. 

3. Jenis-Jenis Jaminan 

Jaminan terbagi menjadi beberapa jenis, dalam hal ini penulis akan 

menjelaskan mengenai jenis-jenis jaminan yang dapat digunakan untung 

melakukan perjanjian utang piutang, yaitu : 

a. Jaminan berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni : 

1) Jaminan kebendaan 

Jaminan kebendaan ialah jamnan yang berupa harta kekayaan, baik 

benda maupun hak kebendaan yang dapat diberikan dengan cara 

pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada 

kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan melakukan cedera 

janji, jaminan kebendaan terdiri dari :  
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a. Kebendaan berwujud terbagi meKebendaan berwujud 

terbagi menjadi 2 (dua) yakni : (1) Benda bergerak berupa 

logam mulia , kendaraan, deposit yakni : benda bergerak 

berupa logam mulia , kendaraan, deposit, persediaan barang, 

dan mesin; (2) Benda tidak bergerak berupa tanah dan 

bangunan. 

b. Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih yakni berupa 

suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur 

terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu 

tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini 

telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya. 

2) Jaminan penanggungan 

Jaminan penanggungan ialah jaminan berupa pernyataan 

kesanggupan yang akan di berikan oleh pihak ketiga yang akan 

menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak 

kreditur, apabila debitur yang bersangkutan tersebut melakukan 

cedera janji.  Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan 

perorangan/pribadi dan badan hukum. 

b. Jaminan berdasarkan nilainya, ada 2 (dua) aspek yang diperlukan dalam 

melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yakni : 

1) Nilai ekonomis 

Jaminan harus memenuhi nilai ekonomis, adapun syarat-syarat yang 

harus di penuhi agar jamina memenuhi nilai ekonomis ialah : 

a. Dapat diperjual belikan secara umum, luas dan bebas; 
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b. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan; 

c. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya 

pemasaran; 

d. Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalai kenaikan 

nilai di kemudian hari; 

e. Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik; 

f. Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, dan ketinggalan zaman; 

g. Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama; 

2) Nilai yuridis 

Sama seperti nilai ekonomi, pemenuhan nilai yuridis juga 

mempunyai syarat-syarat. Adapun syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah : 

a. Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan; 

b. Ada dalam kekuasaan debitur; 

c. Tidak dalam persengketaan pihak lain; 

d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama 

debitur bersangkutan dan masih berlaku; 

e. Bukti-bukti bisa diikat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

f. Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.21 

3) Sistem penilaian jaminan 

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat 

pembiayaan (Account Officer), namun dalam rangka melakukan dual 

 
21 Noel Chabannel Tohir, Panduan Lengkap Menjadi Account Officer, (Jakarta : Gramedia, 

2012), hlm. 58-62 
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contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain 

(loon officer) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi 

barang jaminan. 

Nilai jamina merupakan nilai aktiva yang dipergunakan 

sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. 

Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah 

maksimum kredit yang dapat diberikan terdapat penggadaian aktiva 

tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya 

menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini 

dilakukan untuk menyediakan pegamanan bila terjadi keadaan tidak 

dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan 

besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak 

ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasikan, nilai jaminan 

ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor 

berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar 

mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu. 

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu 

sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan 

material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, 

BPKB, sertifikat deposito dan bukti kepemilikan lainnya. 

Sedangkan jaminan non material berupa personal guarantie dan 

corporate guarantie. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan 

bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus 

diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang 
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menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan oleh 

pemilik jaminan yang sah.22 

C. Tinjauan Umum Gadai 

1. Pengertian Gadai 

Gadai merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan dana dengan cara menggunakan harta sebagai jaminan kepada 

pemberi dana. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang ï piutang, 

yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang 

berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.23 

Barang jaminan tersebut menjadi hak dan tanggung jawab pemberi dana selama 

waktu perjanjian gadai berlangsung dan akan dikembalikan lagi kepada penerima 

dana apabila perjanjian gadai selesai sesuai waktu yang telah disepakati dua belah 

pihak. Adapun jika peminjam melewati tenggat waktu yang telah ditentukan 

tersebut, barang jaminan akan menjadi hak dari pemberi dana.24 Gadai merupakan 

perjanjian rill, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukannua suatu 

perbuatan yang nyata.25 

 Menurut Pasal 1150 KUH Perdata dan Burgerlijk Wetboek III/Hukum 

Perdata III gadai adalah ñGadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang 

berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang 

lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk 

 
22 Erich A Helfert, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta : Erlangga, 1993), hlm 236 
23 M. Yusrizal Adi Syaputra dkk, ñPelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank 

Mandiri Syariah Cabang Kisaranò JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Juni 2020 hal 54 
24 Sahabat Pegadaian, Pengertian Gadai, Sistem dan Aturannya, 

(https;//sahabatpegadaian.com/inspirasi/pengertian-gadai-sistem-dan-aturannya ), diakses pada 10 

Desember 2021, pukul :  02.47 
25 Siti Suhaina, ñPerbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada, PT. 

pegadaian Pekan baruò Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 2 
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mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus 

didahulukanò26 

2. Sifat-sifat gadai 

Gadai memiliki sifat-sifat, yakni sebagai berikut :  

a. Gadai adalah hak kebendaan  

Sifat kebendaan dalam gadai dapat dilihat dari Pasal 1152 ayat (3) 

KUH Perdata yang berbunyi : ñpemegang gadai mempunyai hak revindikasi 

dari Pasal 1997 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau 

dicuri.ò Revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan, karena hak 

gadai mengandung hak revindikasi  maka hak gadai merupakan hak 

kebendaan. 

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu 

benda seperti kepemilikan, hak bezit, hak pakai dan lain sebagainya. Benda 

gadai memang harus diserahkan kepada pihak kreditur tetapi tidak untuk 

dinikmati tetapi untuk dijadikan jaminan atas piutangnya dengan 

mengambil pergantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya. 

b. Hak gadai bersifat accesoir 

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian 

pokoknya yang berupa perjanjian utang piutang. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila seseorang 

tersebut mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat 

 
26Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 (Oktober 2016), hlm 2 
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mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan 

hak tambahan atau accesoir, yang ada atau tidaknya tergantung dari ada atau 

tidaknya piutang. 

c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi  

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi maka dengan dibayarnya 

sebagian utang yang tidak akan membebaskan sebagian benda gadai secara 

keseluruhan. Menurut Pasal 1160 KUH Perdata disebutkan bahwa: ñ Tak 

dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditur, atau debitur 

meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris.ò 

 Ketentuan ini tidak merupakan suatu ketentuan hukum yang 

memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan 

perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi 

apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak. 

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan  

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Hal ini dapat diketahui dari 

ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata. Karena piutang dengan hak 

gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada pitang-pitanh lainnya, 

hal tersebut menjadikan kreditur pemegang gadai mempunyai hak 

mendahulu (droit de preference). Benda yang menjadi objek gadai adalah 

benda bergerak baik yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh. 

e. Hak gadai hak yang kuat dan mudah penyitaannya 

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa : 

ñHak gadai dan hak hipotik lebih diutamakan daripada privilege, kecuali 

jika undang-undang menentkan sebaliknya.ò Dari bunyi pasal tersebut jelas 
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bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat, disamping itu kreditur 

pemegang gadai adalah termasuk kreditur separatis.selaku separatis, 

pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur. 

3. Subjek Gadai 

Subjek gadai ialah meliputi pihak-pihak atau orang yaitu pemberi gadai 

(pandgever), dan penerima gadai (pandnemer). 

a. Pemberi gadai (pandgever) yaitu orang atau badan hukum yang  

memberikan jaminan berupa benda bergerak kepada untuk menerima 

pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai atau pihak ketiga. 

Unsur-unsur penerima gadai yaitu : 

1. Orang atau badan hukum; 

2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak; 

3. Kepada penerima gadai; 

4. Adanya pinjaman uang. 

b. Penerima gadai (pandnemer) ialah orang atau badan hukum yang menerima 

gadai sebagai jaminan untuk memberikan pinjaman uang yang diberikan 

kepada pemberi gadai (pandgever). Di Indonesia, badan hukum yang 

mempunyai wewenang untuk mengelola lembaga gadai adalah PT. 

Pegadaian.  

Dalam pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban 

kedua belah pihak. 

a. Hak penerima gadai 
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1. Menerima angsuran pokok jaminan dan bunga sesuai dengan waktu 

yang ditentukan; 

2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi 

kewajibannya setelah melewati batas waktu atau setelah dilakukan 

peringatan untuk pemenuhan janjinya. 

b. Kewajiban penerima gadai 

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 115, Pasal 11566 

dan 1157 dan Pasal 1157 KUH Perdata. Kewajiban penerima gadai adalah:  

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya; 

2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi 

miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH 

Perdata); 

3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang 

pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata); 

4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh 

hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata); 

a. Hak pemberi gadai 

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai; 

2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya 

lainnya telah dilunasinya; 

3. Berhak menuntut kepengadilan supaya barang gadai dijual untuk 

melunasi hutang-hutangnya (Pasal 115Pasal 11566 KUH Perdata). 

d. Kewajiban pemberi gadai 

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai; 
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2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai; 

3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk 

menyelamatkan barang-barang gadai 1157 KUH Perdata). 

4. Objek Gadai 

Gadai terjadi dengan adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai 

pemegang gadai. Benda jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Apabila 

utang debitur sudah lunas, maka secara langsung benda jaminan telah keluar dari 

kekuasaan kreditur. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya 

barang yang dijadikan sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu 

seluruh barang bergerak, yang terdiri dari: 

a. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindahkan. Misalnya: 

televisi, emas, dvd, dan lain-lain.  

b. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya: piutang atas bawa, piutang 

atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang. 

Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak yang 

mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang digadaikan 

tersebut. Adanya penyerahan barang jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka 

beralih pula hak kebendaan. Definisi dari hak kebendaan tersebut adalah hak yang 

dimiliki seseorang untuk memiliki hak sepenuhnya terhadap benda tersebut yang 

dapat dipertahankan kepada siapa saja dan mengikuti benda tersebut.  

Hak kebendaan ini adalah absolut artinya hak ini dapat dipertahankan 

terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut setiap orang yang 

mengganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu. 
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Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg (droit de suite), artinya hak itu mengikuti 

bendanya didalam tangan siapapun benda itu berada.27 

Kebendaan dapat berupa kebendaan berwujud dan tidak berwujud, 

kebendaan bergerak dan tidak bergerak, kebendaan yang habis dipakai dan tidak 

habis dipakai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara eksplisit 

menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa. 

Disebut dengan hak kebendaan karena hak tersebut melekat pada benda tersebut. 

Kemanapun benda tersebut beralih, pemegang hak ini tetap memiliki hak atas 

kebendaan tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai Hak kebendaan ini, 

kemudian dikenal dengan Hukum Kebendaan.  

Pencatatan pada hukum kebendaan merupakan hak dari para pihak dan 

hanya dilakukan jika hal tersebut dikehendaki atau dianggap perlu oleh para pihak 

agar hubungan hukum mereka diketahui oleh semua pihak, guna melindungi hak-

hak mereka. Hak kebendaan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu hak kebendaan yang 

bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. 

Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan yaitu berupa hak milik, hak 

guna usaha, dan hak guna bangunan. Sedangkan hak kebendaan yang bersifat 

menjamin terdiri dari gadai, fidusia, dan hak tanggungan.  

Apabila ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan 

ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat 

(1) KUH Perdata, jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi 

 
27 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, 

Cetakan ke IV (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), hlm. 5. 
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objek hukum hak gadai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor : 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Namun menurut Surat Edaran 

tersebut tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai, 

terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan fidusia. 

Kebendaan bergerak disini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh 

(lichamelijk) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh 

(onlichamelijk) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga.  

Dewasa ini lembaga gadai masih berjalan terutama pada lembaga 

pegadaian. Dalam perjanjian kredit perbankan, lembaga gadai tidak begitu populer, 

sudah jarang ditemukan bagi benda berwujud. Akan tetapi penggunaan gadai bagi 

benda tidak berwujud seperti surat-surat berharga dan saham-saham mulai banyak 

digunakan pada beberapa bank. Peningkatan penjaminan saham terjadi seiring 

dengan pesatnya perkembangan bursa saham di Indonesia. Di dalam praktik sering 

terjadi penjaminan saham yang belum dicetak (not printed) dan yang menjadi bukti 

yang disimpan oleh pihak bank itu bukti penjaminan sejumlah saham yang berupa 

resipis atau surat pemerimaan atau kuitansi saja. Pada dasarnya semua kebendaan 

bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit 

gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) 

dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan 

persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian.28 

Adapun yang dimaksud dengan benda bergerak termasuk baik benda 

berwujud maupun tidak berwujud, misalnya surat-surat berharga atas tunjuk, yakni 

 
28 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 108. 

Betesda - Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

36 

 

pembayaran dapat dilakukan kepada orang yang disebut dalam surat itu atau kepada 

orang yang ditunjuk oleh orang itu (untuk surat-surat berharga, apabila diadakan 

gadai masih diperlukan penyumbatan dalam surat itu bahwa haknya dialihkan 

kepada pemegang gadai) disamping endossement diperlukan juga penyerahan 

surat-surat berharga.29 

Barang-barang yang dapat dijadikan objek jamina gadai ialah 

1. Emas; 

2. Barang elektronik; 

3. Alat-alat Pertanian dan Perikanan; 

4. Kendaraan; 

5. Sertifikat. 

Dimungkinkan gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud 

dinyatakan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam 

Pasal 1152 ayat (2), Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal 

tersebut, dapat diketahui bahwa kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa 

hak tagihan atau piutang, surat-surat berharga, dapat pula digadaikan sebagai 

jaminan utang.30 

 

 

 

 

 
29 Ibid 
30 Ibid 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

     1. Waktu Penelitian 
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Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan 

seminar outlite skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outlite 

yang akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2021. 

 

 

No 

 

 

Kegiatan 

Bulan  
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ngan 

November 

2021 

Januari 

2022 

April 

2022 

Agustus- 

September 

2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 

                 

2 Seminar 

Proposal 

                 

3 Penelitian                  

4 Penulisan 

dan 

Bimbingan 

Skripsi 

                 

5 Seminar 

Hasil 

                 

 

6 

Pengajuan 

Berkas 

Meja 

Hijau 

                 

7 Skripsi                  

 

 

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan 

Jl. Pegadaian No. 112, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 

(20151). 

B.  Metode Penelitian 
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Metode penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab 

permasalahan hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat, untuk mencapai suatu tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang 

telah ditetapkan maka harus dilakukan suatu metode yang digunakan sebagi 

pedoman dalam pelaksanaan penulisan.31 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini  adalah 

dengan menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif atau disebut juga dengan 

(law in book) merupakan penelitian hukum dengan mengkaji pelaksanaan atau 

pengimplementasian suatu ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan 

,32 dan akan menggunakan data empiris sebagai data pendukung. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum berupa peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, data primer juga diperoleh dari hasil penelitian 

dilapangan yang berupa hasil wawancara di PT. Pegadaian Kantor Wilayah 

I Medan. 

b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum berupa informasi yang penulis 

proleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti : buku hukum, karya 

ilmiah, jurnal, pendapat para ahli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

dokumen-dokumen hukum dan lainnya yang terkait dengan permasalahan 

 
31 Soerjono Soekanto, 2018, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 

Jakarta, hlm. 6 
32 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, UNRAM press, Mataram , hlm. 29 
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yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Sehingga tujuan dari bahan 

hukum sekunder ini ialah untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum 

primer tersebut. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian dimaksudkan 

untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang 

suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi dalam hal óTanggung Jawab Hukum 

Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik dan Pertanian di 

PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medanò dikaitkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta pendapat pelaku usaha terkait secara langsung serta 

berpedoman pada bahan pustaka. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui beberapa 

metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode pendekatan 

tersebut yaitu :  

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan cara melakukan 

penelitian terhadap berbagai sumber hukum kepustakaan seperti : buku, 

internet, jurnal hukum, skripsi/tesis, peraturan perundang-undangan 

pendapat para sarjana, dan bahab-bahan yang diperoleh selama perkuliahan 

yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi. 

b. Penelitian Lapangan (Flied Research) yaitu dengan melakukan penelitian 

langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti  langsung melakukan penelitian 

ke PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Kota Medan yang beralamat di   Jl. 
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Pegadaian No. 112, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera 

Utara (20151) melalui wawancara dan pengambilan data. 

4. Analisa Data 

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen 

yang dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif ialah metode analisis data yang 

mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan 

menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 

dengan menggambarkan, menjelaskan, serta menguraikan tentang ñTanggung 

Jawab Hukum Atas Kerusakan Barang Jaminan Gadai Berupa Alat Elektronik dan 

Pertanian di PT. Pegadaian Kantor wilayah I Medanò 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan perjanjian gadai di PT. 

Pegadaian kanwil I medan tergolong mudah dan tidak memakan waktu bagi 

masyarakat yang ingin melakukan perjanjian gadai. Syarat melakukan 

perjanjian gadai di PT. pegadaian kanwil I Medan ialah nasabah yang ingin 

melakukan perjanjian gadai harus memiliki barang jaminan gadai, memiliki 

KTP atau kartu identitas lainnya, dan membawa surat kuasa apabila barang 

jaminan tersebut dikuasakan. Prosedur yang harus dilalui oleh nasabah ialah 

dengan mendatangi langsung kantor pegadaian dan membawa barang 

jaminan gadai, selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan penafsiran 

harga untuk menentukan besar nilai pinjaman, mengisi formulir permintaan 

kredit (FKB) dan melakukan perjanjian gadai yang tertuang dalam surat 

bukti kredit (SKB). 

2. Akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak pegadaian ialah 

wanprestasi dikarenakan akibat dari timbulnya perbuatan yang merugikan 

pihak-pihak dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak 

yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Akibat hukum 

tersebut berupa ganti kerugian yang telah ditetapkan langsung oleh pihak 

pegadaian yakni ganti rugi secara materil, pihak pegadaian akan 

memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang barang jaminannya 

mengalami kerusakan pada saat berlangsungnya perjanjian gadai akibat dari 

kelalaian pihak pegadaian.  
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3. Pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian Kanwil I Medan atas kerusakan 

barang jaminan gadai berupa alat elektronik dan pertanian sudah berjalan 

dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena pihak pegadaian 

memberikan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai taksiran. 

Sejauh ini tidak ada nasabah yang complain mengenai bentuk ganti rugi 

yang ditawarkan oleh pihak pegadaian. Dan juga setiap terjadi kerusakan 

barang jaminan gadai, pihak pegadaian dapat menyelesaikannya secara 

musyawarah atau non litigasi, sejauh ini tidak ada permasalahan mengenai 

ganti kerugian akibat kelalaian pihak pegadaian yang sampai ke badan 

penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Terdapat tiga (3) bentuk ganti 

rugi yang ditawarkan oleh pihak pegadaian yakni, dilakukan perbaikan oleh 

jasa service, diberikan penggantian uang sesuai nilai taksiran (apabila tidak 

dapat diperbaiki), dilakukan penggantian barang sesuai dengan nilai 

taksiran. 

B. Saran 

1. Saran yang dapat penulis berikan terhadap prosedur dan syarat-syarat 

melakukan perjanjian gadai ialah untuk tetap menjalankan pelaksanaan 

perjanjian gadai dengan baik sesuai dengan standar aturan yang diberikan 

oleh PT. Pegadaian, pihak pegadaian juga harus tetap menjalankan prosedur 

pelaksanaan pinjaman atau perjanjian gadai dengan sebaik-baiknya yang 

berlaku sesuai yang telah ditetapkan, sehingga nasabah yang ingin 

melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian kanwil I Medan merasa 

percaya dikarenakan sudah ada peraturan yang mengatur mengatur. 
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2. Pada akibat hukum yang muncul dari perjanjian gadai, pihak pegadaian 

harus tetap menjalankan prosedur pelaksanaan pinjaman gadai dengan 

sebaik-baiknya yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga 

hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi pada saat perjanjian 

gadai, dan pihak pegadaian sebaiknya memberikan aturan yang tegas 

terhadap petugas untuk lebih hati-hati pada saat pengecekan dan 

penyimpanan barang jaminan gadai agar tidak adanya lagi kerusakan barang 

jaminan gadai pada saat berlangsungnya perjanjian gadai. 

3. Untuk meminimalisir kerusakan pada barang jaminan gadai milik nasabah, 

pihak pegadaian sebaiknya lebih meningkatkan pemeliharaan terhadap 

barang jaminan gadai, seperti pengecekan rutin terhadap barang jaminan 

gadai milik nasabah, paling tidak dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sebulan, 

lebih memperhatikan tempat penyimpanan barang jaminan gadai, 

memperhatikan susunan barang jaminan gadai jangan sampai bertimpa-

timpa yang dapat merusak barang jaminan gadai tersebut dan perlu 

diberikan/ ditetapkan peraturan pemeliharaan dan perawatan serta besarnya 

bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak pegadaian. Sehingga pada saat 

pelunasan tidak terdapat lagi nasabah yang complain dikarenakan barang 

jaminannya rusak, dan dengan hal tersebut nasabah tidak perlu ragu untuk 

melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian. 
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